
BUPATI ROTE NDAO 
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO 
NOMOR S TAHUN 2022 

TENTANG 

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN 

DI KABUPATEN ROTE NDAO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ROTE NDAO, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang 

Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik 

Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Konfirmasi 

Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Perizinan di 

Kabupaten Rote Ndao; 

Mengingat : 1 .  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4184); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1  

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 2  Tahun 2016 
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian 

Layanan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita_ 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor as 

5. Peraturan .. . .  f 



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 
2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 01 1 ,  Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 103); sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao 
Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao 

Tahun 2017 Nomor 062, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Rote Ndao Nomor 139); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 014, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rota Ndao Nomor 106); 

MEMU'TUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 

KSWP DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI 

KABUPATEN ROTE NDAO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao. 

2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP merupakan 

kegiatan pemeriksaan status yang dilaksanakan instansi pemerintah sebelum 

memberikan pelayanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status 
Wajib Pajak. 

5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan 
Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao. 

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya 
disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao. 

7. Pajak Daerah adalah Kontribusi Wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang ­ 

undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. RV, 
8. Pajak . . . .  P 



8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya 

disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, 

dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali 

kawasan yang digunakan perkebunan, perhutanan dan pertambangan. 

9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat 

BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. 

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

1 1.  Keterangan Status Wajib Pajak adalah infonnasi yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik 

tertentu pada Perangkat Daerah. 

12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT 

adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak. 

BABII 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam 

pelayanan KSWP di Daerah. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan 
kepatuhan Wajib Pajak. 

BAB III 

KSWP 

Pasal 3 
(1) Pelaksanaan KSWP di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP. 

(2) DPMPTSP melakukan KSWP kepada Menteri Keuangan melalui Direktur 

Jenderal Pajak dan Bapenda untuk memperoleh Keterangan Status Wajib 

Pajak berupa status valid/lunas atau tidak valid/tidak lunas. 

(3) Pelaksanaan KSWP oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 

a) Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) /Sistem lnformasi Manajemen 

Bangunan Gedung (SIMBG); 

b) Pelayanan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SIT-MB); dan 

c) Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB). 

(4) KSWP dilakukan melalui: 

a. Sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan sistem informasi 

pada Direktorat Jenderal Pajak; atau 

b. Aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

(5) Permohonan pelayanan perizinan disampaikan oleh wajib pajak dengan 

menunjukkan dokumen: 

a. Bukti lunas pembayaran PBB-P2 selama 2 (dua) tahun terakhir; 

b. Bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; 

c. SPPT;dan 

d. Keterangan status wajib pajak valid/lunas. 

BAB IV . . . .  � 



/ BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. 

Ditetapkan di Baa • 
]Jen@at 2022 

Diundangkan di Ba'a, . 
pada tanggal, T (aneon 2022 

DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO·; 

BELLY 

B RITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2022 NOMOR oes 


